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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 63 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Da erah Nornor 7 Ta h n 2 16 tentang Pernbentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah sebagairnana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Pera turan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Nornor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua a ta Peraturan 
Daerah Kab paten Tasikrnalaya Nornor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pernbentukan an Susu a Pe a n gkat Daerah dan Pasal 93 
Pera turan Bupati Tasikrnalaya Nornor 39 Tahun 202 1 tentang 
Kedudukan, Su unan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daera h , p riu rnenetapkan Peraturan Bupati Ta sikrnalaya 
ten tang Tuga s da n Fungsi Ba da n Perencanaan Pernbangunan, 
Penelitian dan Pengernbangan Daerah; 

l. Un dang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang 
Pernbentu kan Daerah-Daerah Kabu paten Da larn Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara epu blik Indonesia 
Tahun 19 50) , sebagairnana telah diu bah dengan Undang­
Undang Nornor 4 Tahun 196 8 ten tang Pernbentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nornor 31 , Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 2851); 

2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3 . Peraturan Pemerin ah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan P merintah Nomor 72 Tahun 20 9 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 187 Ta m bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produ Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmal' ya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya om r 3 Tahun 
20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang m enjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten a si malaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tah n 2016 
Nomor 3) ; 

6. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya N mor 7 
Ta h un 201 6 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta ikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diu a h beberapa 
kali, terakhir dengan Peratura n Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentan g Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pemben tukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupa en Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Be rita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang m emimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Badan a dalah Badan Perencanaan Pembangunan, Pen litia n dan 
Pen gem bangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pen elitian 

dan Pen gemban gan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Kelomp k J abatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri s ipil yang 

melak sanakan tugas, tanggung jawab , wewenang dan hak yang didasarkan 

pada keahlian danl atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri . 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panja ng Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJP a dalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah unt k periode 20 

(dua puluh) tahun. 

8. Renca na Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selan'u tnya disebut 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan d aerah untuk periode 5 

(lima) ta hun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 
dokum en perencanaan pembangu n an Daerah u n tuk periode 1 (satu) ta hun. 

10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra ad alah dokumen 

perenca n aan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja yan g selanjutnya d isebu t Renja adalah dokumen pe encanaan 

perangka t d aerah u ntuk periode 1 (satu ) tahun. 

12. Musyawara h Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut 
Musrenbang adalah forum a ntar pema ngku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan Daerah. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasa12 

Susunan organisasi Badan, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. SUbbagian Keuangan. 
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c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: 
1. Subbidang Perekonomian; dan 
2. Subbidang Sumber Daya Alam. 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas: 
1. Subbidang Pemerintahan; dan 

2. Subbidang Pembangunan Manusia. 

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas: 

1. Subbidang Infrastruktur; dan 

2. Subbidan g Kewilayahan. 
f. Bidang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi, terdiri ata s: 

1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; 
2 . Sub bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan 

g. Bida n g Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: 

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ek onomi 
da n Pembangunan; 

2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan 
3. Su bidang Sta tistik. 

h. Ke10m ok Jabatan Fungsional. 

Bagia n Kedua 

Rincian Tugas Unit dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala 

Pasa13 

(1) Kepala sebaga imana dimaksud dalam Pa sal 2 huruf a mempunyai tu gas pokok 

memimpin, m engatur, m em bina dan m engoordinasikan penyele gga raan tugas 
pokok Badan m elipu ti urusan kesekretaria tan , perencanaan pem bangunan 
daerah, penelitian dan pengembangan daerah, dan statistik. 

(2) Dalam menye1enggarakan tugas pokok , Kepala sebagaiman a d imaksud pada 
ayat (1), mempunyai fungsi: 

a. Penye1enggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b . Penyelenggaraan koordinas i penyusuna n perencanaan pembangunan 
daerah; 

c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 
daerah; 

d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan daerah; 

e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik; 
f. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan; 
b. Menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen 

perencanaan lainnya; 
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c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 
daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah; 
e. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaaan rencana 

pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah; 
f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan 

bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajia n peraturan, bidang 
sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan; 

g. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengemban ga n inovasi daerah; 
h. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik 

den gan Dinas atau Badan dan lem baga lainnya di lingkungan Pe erin tah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provin si dan 
Pem erintah Pusat; 

1. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan m eliputi perencanaan, 
pengelolaan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkunga n badan 
perencanaan pembangunan daerah; 

J. Me yelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka tuga~ pokok 
dan fungsi Badan; dan 

k. Me yelen ggarakan tuga s kedinasan lainnya. 

Paragraf2 
Sekreta riat 

Pasa1 4 

(1) Sekreta riat sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 h u ruf b mempunyai tugas 
pokok menyelen gga rakan penyusun a n perencan aan, pengelol a n keuangan, 
pengelol a n umu m dan kepegawaia n serta koordin a si pelaksa a an tugas di 
lingkungan Badan. 

(2) Dalam menyelenggara kan tugas pokok, Sekretariat sebagaim ana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai fu n gsi : 
a . Penyelenggaraa n koordina si perencanaan Badan; 
b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan u mum dan kepegawaian. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a . Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat; 
b. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 
c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan; 
d. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan 

Badan; 
e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan 

keuangan Badan; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
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h . Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, 
naskah dinas dan kearsipan; 

1. Menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, 

pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan; 

J. Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan 
masyarakat; 

k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Badan dan individu; 
1. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; 
m. Menyelen ggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretaria t ; 

n. Menye enggarakan koordinasi dengan unit kerj a terkait; dan 

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Su bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Su bba gian Keuangan. 

Pasa1 5 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi da n Pelaporan sebagaiman a d imaksud 
dalam Pa sal 4 ayat (4) huru f a mempunyai tugas pokok ela ksanakan 
penyusu n an bahan perencanaan, evaluasi dan koordin asi pengu a n kinerja 
serta pela poran Badan. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan , Eval asi dan 

Pelaporan sebagaimana d imaksud pa da ayat (1) terd iri atas: 

a. Mel ksanaka n penyusunan baha n perenca n aan, p rogram, egiatan, 
evalu a si, pela poran dan angga ran Badan ; 

b. Melaksa n akan penyusu nan baha n penguku ran kin rja Badan dan tiap-tiap 
unit kerj a Badan; 

c. Melaksanakan koordin a si penyiapan bahan penyusu n an kera gka acuan 

kerja; 

d. Melaksana kan penyusunan bahan koordinasi dan evalua i pelaksanaan 

teknis kegiatan tiap-tiap u nit kerja; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Badan; da n 
f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal6 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan 
teknis lingkup SUbbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana kantor; 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 
prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 

d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah; 
e. Melaksanaka n pengelolaan arsip, penataan dokumen , surat menyurat dan 

ekspedis i dina s; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penga turan acara rapa t dinas, 
keprotokolan, informasi publik dan hubungan masyarakat; 

g. Me aksanakan pengelolaan naskah produk hukum; 
h. Melaksanakan koordinasi pembin aan, penyusunan dan evaluasi s tandar 

o era.sional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
1. Mela ksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Bada n; 

J. M laksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disi lin pegaWal, 
pen ingkatan kesejateraan pegawai da n pengembangan karir pegawai; 

k. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan p mbinaan pe ilaian kinerja 
pegawal; 

1. Melaksa n akan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 
m. Mela ksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pela poran hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
n . Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa l 7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yat (4) huruf c 
mempunyai tuga s pokok melak sanaka n pengelolaan keuangan, pe­

natausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggu gjawaban 

keuangan . 
(2) Dalam menyelen ggara kan tugas pokok, Subbagian Keu angan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas m eliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan ba han perencanaan dan perumusan kebijakan 

teknis lingkup SUbbagian Keuangan; 
b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan; 

c. Melaksanakan penatausahaan keua n gan Badan; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Badan; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 

1. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
J . Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
k . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 3 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal8 

(1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan 
sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam meliputi tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan 

menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan 
perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi 
dan keu angan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan S m ber 
Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 

a . Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pela sanaan 
peren canaan pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonom ian dan 
S m ber Daya Alam; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pe e canaan 
pem bangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Su ber Daya 
Alam; dan 

c. Penyelen ggaraan koordinasi penyusunan bahan perenc an lingkup 

Bidan g Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk penyus n a n RPJPD, 
RPJ MD, RKPD dan doku men perencanaan pembangunan daerah lain nya. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber 
Daya la m sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) mempu nyai rincian tugas 
melipu ti: 
a. Menyelenggarakan penyusu nan rencana kerja Bidang Pereko om ian dan 

Sum er Daya Alam; 
b. Menyelenggarakan koordinasi peren canaan pembangunan daerah Bidang 

Perekon omian dan Sumber Daya Alam dengan perangkat daerah dan 
lembaga lainnya di lingkungan Pem erintah Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya, 
Pemerintah Daerah Provin si dan Pem erintah Pusat; 

c. Menyelenggarakan koord inasi penyusu nan dokumen perencanaan 
pembangunan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk 

bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah lainnya; 

d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis 
perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah 
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk penyusunan 
dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya; 

f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis 
pembangunan daerah kepada perangkat daerah 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

perencanaan 
lingkup Bidang 
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g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber 
DayaAlam; 

h . Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

1. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

J. Menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonom i makro 
daerah (perencanaan ekonomi dan in dikator ekonomi); 

k. Menyelenggarakan pemantauan, eva luasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bidang Perekonomian dan Su m ber Daya Alam; dan 

1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dima su d pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. Subbidang Perekonomian; dan 
b. Su bidang Sumber Daya Alam. 

Pasal9 

(1) Subbida n g Perekonomian sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 8 ayat (4) 
huruf a mempu nyai tugas pokok m elaksanakan identifikasi, analisis, dan 
perumu sa n rencana s tra tegi dan kebijakan perencanaa n pembangunan 
lingkup Subbidang Perekonomia n m eliputi tenaga kerja, koperas ' , u . aha kecil 

dan m n en gah , pen anaman m odal, perdagangan, perindustrian, transmigrasi 
dan keuan ga n . 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perekonomian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang 

Perekonomian; 

b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 
Subbidang Perekonomian dengan peran gkat daerah dan lembaga lainnya di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan di lingkup Subbidang Perekonomian untuk bahan 
penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan 

lainnya; 
d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat 

daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang 
Perekonomian; 

e. Melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup 
Subbidang Perekonomian untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, 
RKPD dan dokumen perencanaan lainnya; 
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f. Melaksanakan penympan bahan koordinasi dan pem binaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian; 

g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana keIja perangkat daerah lingkup Subbidang Perekonomian; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang 
Perekonomian; 

1. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang 
Perekonomian; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi 
makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi); 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perekonomian; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal10 

(1) Subbidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan 
perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan 
lingkup Subbidang Sumber Daya Alam meliputi pangan, kepemudaan dan 
olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertanian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Sumber Daya Alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang 

Sumber Daya Alam; 
b . Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 

Subbidang Sumber Daya Alam dengan perangkat daerah dan lembaga 
lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 
c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen 

pembangunan di lingkup Subbidang Sumber Daya Alam 
perencanaan 

untuk bahan 
penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan 
lainnya; 

d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat 

daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Sumber 
DayaAlam; 

e. Melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup 
Subbidang Sumber Daya Alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, 
RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah di Subbidang Sumber Daya Alam; 
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g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Sumber Daya Alam; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 

penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang 
Sumber Daya Alam; 

1. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang 
Sumber Daya Alam; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Sumber Daya Alam; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

Pasal 11 

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 
dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan 
dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, 
perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia; dan 
c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk penyusunan 
RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah 
lainnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai 

rincian tugas meliputi: 
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a. Menye1enggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

b. Menye1enggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perangkat daerah 
dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Menye1enggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk 

bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah lainnya; 

d. Menye1enggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis 
perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian 
untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, 

RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
f. Menye1enggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan 

daerah kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

h. Menye1enggarakan penyusunan bahan evaluasi 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

perumusan kebijakan 
dan RKPD Bidang 

1. Menye1enggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia; 

J. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan 

k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas: 

a. Subbidang Pemerintahan; dan 
b. Subbidang Pembangunan Manusia. 

Pasal 12 

(1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok identifikasi, analisis, dan perumusan rencana 
strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang 
Pemerintahan me1iputi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 
masyarakat, , administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, statistik, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 
penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang 

Pemerin tahan; 
b. Me1aksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 

Subbidang Pemerintahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan lingkup Subbidang Pemerintahan untuk bahan penyusunan 
dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya; 

d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat 
daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang 

Pemerintahan; 
e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) 
lingkup Subbidang Pemerintahan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang pemerintahan; 

g. Me1aksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pemerintahan; 

h. Me1aksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang 
Pemerintahan; 

1. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang 

Pemerintahan; 
J. Me1aksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pe1aksanaan tugas Subbidang Pemerintahan; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal13 

(1) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, 
dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan 
lingkup Subbidang Pembangunan Manusia meliputi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan ke1uarga 
berencana dan kebudayaan. 

(2) Dalam menye1enggarakan tugas pokok, Subbidang Pembangunan Manusia 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas me1iputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang 

Pembangunan Manusia; 
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b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 
Subbidang Pembangunan Manusia dengan perangkat daerah dan lembaga 
lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Me1aksanakan koordinasi penyusunan dokurnen perencanaan 
pembangunan lingkup Subbidang Pembangunan Manusia untuk bahan 

penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan 
lainnya; 

d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat 
daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang 
Pembangunan Manusia; 

e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) 

lingkup Subbidang Pembangunan Manusia; 
f. Me1aksanakan penylapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis 

perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang pernbangunan 
manUSla; 

g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pe1aksanaan dan hasil rencana strategis dan 

rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pembangunan 
Manusia; 

h. Me1aksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang 
Pembangunan Manusia; 

1. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan 

prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang 

Pembangunan Manusia; 
J. Me1aksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pe1aporan hasil pe1aksanaan tugas Subbidang Pembangunan Manusia; dan 
k. Me1aksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

Pasal14 

(1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan me1iputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan 
gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan 
informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan 
kawasan permukirnan, prasarana sarana dan utilitas urnurn serta 
penanggulangan bencana. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: 
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a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan 

pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 

c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, 
RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan; 
b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perangkat daerah dan 
lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan 
penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah lainnya; 

d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis 
perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian 
untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, 
RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; 

f. Menyelenggarakan koordinasi 
pembangunan daerah kepada 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

pembinaan teknis perencanaan 
perangkat daerah lingkup Bidang 

g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan; 

h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

1. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

J. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 

k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. Subbidang Infrastruktur; dan 

b. Subbidang Kewilayahan. 
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Pasal15 

(1) Subbidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan 
perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan 
me1iputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, 
penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan 
informatika serta persandian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Infrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a . Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang 
Infrastruktur; 

b. Me1aksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 
Subbidang Infrastruktur dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Me1aksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan lingkup Subbidang Infrastruktur untuk bahan penyusunan 

dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya; 
d. Me1aksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat 

daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang 
Infrastruktur; 

e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) 
lingkup Subbidang Infrastruktur; 

f. Me1aksanakan penylapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Infrastruktur; 

g. Me1aksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Infrastruktur; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang 
Infrastruktur; 

1. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang 
Infrastruktur; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Infrastruktur; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 16 

(1) Subbidang Kewilayahan sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan 

rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan meliputi sektor 
kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, PSU 
umum dan penanggulangan bencana. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Kewilayahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang 

Kewilayahan; 

b. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup 
Subbidang Kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan lingkup Subbidang Kewilayahan infrastruktur untuk bahan 

penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan 
lainnya; 

d. Melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat 
daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang 
Kewilayahan; 

e. Melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk 
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) 
lingkup Subbidang Kewilayahan; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis 
perencanaan kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan; 

g. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan 
kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan 
rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan 
penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang 
Kewilayahan; 

1. Melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan 
prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang 

Kewilayahan; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kewilayahan; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf6 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pasal17 

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 
penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan 
evaluasi perencanaan pembangunan daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah; 



b. Penyelenggaraan kooordinasi 
pembangunan daerah; 
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penyusunan dokumen perencanaan 

c. Penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi; 
b. Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan 

petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pe1aksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

d. Menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi 
pembangunan daerah 

e. Menye1enggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan 
daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat; 

f. Menye1enggarakan koordinasi pelaksanaaan musrenbang penyusunan 

RPJPD, RPJMD, RKPD; 
g. Menye1enggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap 

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan 
daerah; 

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pe1aksanaan tugas 
lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan 

1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas: 
a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; 
b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan 

Pasal 18 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal17 ayat 
(4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah melalui pengintegrasian hasil penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Perencanaan dan 
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup Subbidang Perencanaan 

dan Pendanaan; 



b. Melaksanakan 

perencanaan 
Tasikmalaya; 
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penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis 
dan pendanaan pembangunan Daerah Kabupaten 

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian 
bahan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 
serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 

d. Melaksanakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan 
pembangunan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat; 

e. Melaksanakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan 
daerah; 

f. Melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten; 
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, 

RPJMD, RKPD; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan dan 
Pendanaan;dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal19 

(1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan 
evaluasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan 
pembangunan daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dari 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup Subbidang Pengendalian 

dan Evaluasi; 
b. Melaksanakan penyusunan 

pengendalian, evaluasi dan 

pembangunan Daerah; 

bahan perumusan petunjuk teknis 
pelaporan pelaksanaan perencanaan 

c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan 
perencanaan pembangunan daerah; 

d . Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah; 
e. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; 
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perancanaan 

pembangunan daerah; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, eValuasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pengendalian dan 

Evaluasi; dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 7 
Bidang Pene1itian dan Pengembangan 

Pasal20 

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan 
pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang 
penye1enggaraan pemerintahan dan pengkaj ian peraturan, bidang so sial dan 
kependudukan, bidang ekonomi dan pemba n gun a n , serta pengembangan 
inovasi dan teknologi ser ta menyelengga rakan urusa n s ta tistik. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pene1itian dan Pengem bangan 
sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ), mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran 

pen elitian da n pengembangan pembangunan daerah, serta s tatistik 
sektoral; 

b. Penye1enggaraan penelitian dan pengembangan pembangun n daerah serta 
pen gem bangan inovasi dan teknologi; 

c. Penyelen ggaraan p m antauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pen e1itian dan pengembangan pemban gunan daerah, serta pen gelolaan 
statistik sektoral; 

d. Penye1en ggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan p neli . an dan 
pen gembangan pembangunan daerah, serta pen gelolaan statistik se toral. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pen elitian dan Pengem bangan 
sebaga im ana dimaksud pada ayat (1 ) m empunyai rin cian tuga s melipu ti: 
a. Menye1en gga rakan penyusunan rencan a kerja Bidang Pene1it ian dan 

Pengem ban gan; 
b. Menyelengga rakan penyusu nan kebijaka n teknis, p rogra m serta anggaran 

pene1itian dan pen gem bangan daerah serta statistik sektoral; 
c. Menyelenggarakan penelitia n da n pengem ba ngan pembangun an daerah 

bidang penyelenggaraa n pemerinta han dan pengkajia n peraturan, bidang 
sosial dan kepen du du ka n , bidang ekonomi dan pem bangunan, serta 

pengembangan inovasi dan teknologi; 
d. Menye1enggarakan pemantauan, evaluasi dan pe1aporan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan ser ta statistik sektoral; 
e . Menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral; 
f. Menyelenggarakan pe1aksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi 

dan apresiasi inovasi daerah; 
g. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah; 
h . Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan 

dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; 
dan 

1. Menye1enggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pene1itian dan Pengembangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
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a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi 
dan Pembangunan; 

b. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan 

c. Subbidang Statistik. 

Pasa121 

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan 
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan 
pembangun a n daerah secara mandiri dan bersinergi. 

(2) Dala m menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Peneli ian dan 

Pen gembangan Sosia l, Pemerintaha n, Ekonomi dan Pemba ~gunan 

seba gaimana dimaksud pada ayat (1 ) m empunyai rincian tugas melip . . 

a. Melak sanakan bahan rencana kerja Subbidang Penelitian dan 
Pen g mbangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan; 

b . Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program 
dan anggaran penelitian dan pengembangan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan elaksanaan penelitian dan 

pengem bangan; 

d. Melaksanakan penyiapan baha n pemantauan, evalua i a n pelaporan 
pela k sanaan pen elitian dan pengembangan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi da pelaksanaan di eminasi 

hasil-h asil kelitbangan ; 

f. Mela ksanakan pengelolaan data hasil penelitian dan pengembanga n ; 

g. Mela k anakan pengelolaan administrasi pe elitia dan pe gembangan; 

h. Melaksanakan penelitian pembangunan daerah secara mandiri dan 
bersin ergi den gan lembaga penelitian eksterna l; 

1. Melaksa n akan penyiapa n baha n koordinasi pelaksanaan tugas dan 
harmonisasi kegiatan dengan Kem enterian, Lembaga, Peran gkat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten; dan 

J. Melaksanakan penyusuna n bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan 
Pengembangan Sosial, Pemerinta han, Ekonomi dan Pembangunan; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal22 

(1) Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunym tugas pokok melaksanakan 
pengembangan inovasi dan penerapan teknologi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

meliputi: 
a. Melaksanakan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pengembangan 

Inovasi dan Teknologi; 
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b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program 
dan anggaran pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang 
inovasi dan teknologi; 

c . Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, 
prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat 
inovatif; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan di bidang 
inovasi dan teknologi; 

e . Melaksan akan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi d a n pelaporan 
pelaksanaan pengemba ngan , serta fa s ilitasi dan penerapan d i bidang 
inovasi dan teknologi; 

f. Melaksanakan pengelolaan admin ist rasi hasil pengembangan inovasi dan 
tekn ologi; 

g. Melaksanakan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan a presiasi 
inovasi daerah; 

h. Mela k sanakanfasilitasi dan pengelolaan Sistem Informasi Inovasi Daerah 
(SIDa) ; 

1. Melaksanakan koordinasi pelaksan aan tugas dan harmonisas i kegiatan 
denga n Kementerian , Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Ka bu paten; 

J. Mela ksan akan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, eva lu asi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tuga s Subbidang Pengem bangan Inovasi dan 
Tekn ologi; dan 

k. Mel ksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 23 

(1) Sub bid n g Statis tik sebagimana dima ksud dalam Pa sal 20 ayat (4) huruf c 
mempunya i tuga s pokok m elaksanaka n penyiapan, pengumpulan, pengolahan, 
dan analisis data statistik sektoral. 

(2) Dalam menyelen ggarakan tugas pokok, Subbidang Sta tistik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a . Melaksanakan bah an perencanaan lin gkup Subbidan g Statistik; 

b. Melaksanakan penyusuna n bahan perencanaan lingkup Sub Bidang 
Statistik; 

c. Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data 

statistik sektoral; 

d . Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan diseminasi data statistik sektoral; 

e. Melaksanakan identifikasi kebutuhan data sektoral; 
f. Melaksanakan publikasi dan diseminasi data statistik sektoral; 

g. Melaksanakan implementasi rancangan pengumpulan data Survei; 

h . Melaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral; 

1. Melaksanakan pengelolaan bank data; 
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J. Melaksanakan pengembangan sistem penyajian data dan infomasi statistik 
daerah; 

k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanakan survei data statistik 
sektoral oleh perangkat daerah; 

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola statistik sektoral di 
perangkat daerah; 

m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaa n tugas Subbidang Statistik; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 8 

Kelompok Jabata n Fungsional 

Pasa1 24 

(1) Pengisia n Kelompok Jabatan Fun gsional sebagaimana dimaks d dalam 
Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampila n tertentu 

serta ber sifat m a n diri yang d ibutuhkan dalam rangka men u njang tugas sesuai 
kewen angannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan Jen iS Kelompok J a ba tan Fun gsional 
sebagaiman a d imaksu d pada ayat (1) diten tukan berdasarkan kebutu h an dan 
beban kerja yang d ituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok J abatan Fu n gs ional sebagaim ana dimaksud pada 

ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Kelompok J abatan Fungsional diatu r sesuai dengan peraturan 
perund a n g-u ndanga n. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 25 

Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Bupati III I , peja bat yang ?-da tetap 
menduduki jabatannya dan m elaksanakan tugasnya sampru dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peratura n Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal26 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
b . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 99 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundan gkan di Singapama 

pada tangga l 27 Agustus 2021 

. ~ 
BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 63 


